
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 6 TAHUN 2012   

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS 

DINAS KESEHATAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa tujuan retribusi untuk meningkatkan mutu, 

aksesibilitas dan menjamin kelangsungan (sustainabilitas) 

pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya 

maupun Labkesda;

b. bahwa retribusi disesuaikan dengan kebutuhan dan 

perkembangan sosial ekonomi masyarakat;

c. bahwa untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah maupun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan 

pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
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8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063);

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5072);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 

364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium 

Kesehatan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana  telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  21 Tahun 2011 
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 

Daerah;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 512 

/MENKES/PER/X/2007 Tentang izin Praktek dan 

Pelaksanaan Praktek Kedokteran;

18. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri 

Dalam Negeri Nomor: 138/MENKES/PB/II/2009 dan 

Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan 

Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota 

Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, 

dan Rumah Sakit Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis 

Jaminan Persalinan;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 

582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah 

Sakit Pemerintah;

23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 

128/MENKES/SK/II/2004  Tahun 2004 tentang 

Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;

24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

666/MENKES/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap 

Pelayanan Medik Dasar;

25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 

857/MENKES/SK/IX/2009 tentang Pedoman Penilaian 

Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas;
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 

2009 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 

2009 Nomor 1 Seri E) ;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 

Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah 

Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan   : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN 

KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 

KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Trenggalek.

3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut 

DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Trenggalek.
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